


Bunga Rampai Tesis/Disertasi

TEMA: SOSIAL DAN POLITIK

Program Beasiswa SPIRIT

Editor:
Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc, dkk.

Project Coordinating Unit (PCU)
SPIRIT Pusbindiklatren Bappenas

Kementerian PPN/
Bappenas



Bunga Rampai Tesis/Disertasi
Tema: Sosial dan Politik
Kelompok Ilmu Sosial
©2017 oleh Bappenas

Editor

Dr. Nur Hygiawati Rahayuy, ST, M.Sc.
Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D.
Ali Muharram, SIP, MSE, MA.
Rita Miranda, S.Sos, MPA.
Wiky Witarni, S.Sos, MA.

Kontributor

Adkhilni Mudkhola Sidqi, Agatha Arvi Fembrianita, Alferia Riedatina,
Antonius Prawira, Anthonius Prawira Yudianto, Arief Ilham Ramadhan, Chellya
Triwijayati, Diah Eka Palupi, Eka Fitri Laeli, Etty Racmawaty, Friezca Rara Juta, Hayu
Dika Paramita, Ida Ayu Komang Yetri Citraseni, Kurniawan Wibowo,

Ni Nengah Yuni Ariastiti, Noviandri Wibowo, Rangga Yudha Nagar, Ratih Dewi, Rendy
Hadiputra Hadi, Dian Setyawati, Galuh Chandra Kirana, Gina Anggraini, Muhammad
Igbal, Rikha Hnadayani, Abdul Rhaman, Arif Widodo, Ervan Armansyah, Ika Retna
Ningrum, Riska Rinjaya, Yogi Suwarno, Yudiantarti Safitri, Hasna Azmi Fadhilah, Reza
Reflusmen Junior, Teguh Ilham, Karim

Cetakan |, November 2017
ISBN: 978-602-1154-92-2

Diterbitkan oleh
Project Coordinating Unit (PCU) SPIRIT, Pusbindiklatren

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia
Jalan Proklamasi Nomor 70 Jakarta Pusat 10320



KATA PENGANTAR

Prioritas utama target pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (RPJMN
2010 - 2014) Indonesia adalah reformasi birokrasi dan penguatan tata laksana
pemerintahan. Untuk mencapai hal ini, sebelas institusi pemerintah yang
memiliki peran penting dalam sektor publik dipilih sebagai Participating Agency
(PA) dalam program beasiswa SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening
Reforming Institutions). SPIRIT dirancang untuk mendukung agenda reformasi
birokrasi dengan menyediakan program beasiswa gelar dan nongelar untuk
staf kunci di institusi publik pusat selama periode tahun 2011 - 2017.

Tujuan pelaksanaan program SPIRIT adalah untuk meningkatkan
kapasitas Participating Agency melalui 1) peningkatan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) dengan mengembangkan keterampilan teknis, manajerial,
dan kepemimpinan aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pokok
dan fungsi institusi; dan 2) peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan
reformasi birokrasi di instansi pusat.

Perancangan program SPIRIT dibedakan dengan program beasiswa
lainnya di Indonesia melalui upaya pemenuhan kesenjangan kompetensi dan
keahlian di tiap-tiap instansi dengan menanamkan program pendidikan gelar dan
nongelar dalam Human Capital Development Plans (HCDP) di tiap-tiap instansi
secara eksplisit. Program SPIRIT didukung melalui kerja sama antara pemerintah
Indonesia dan Bank Dunia (World Bank) melalui pinjaman IBRD Loan No. 8010-ID.

Buku Bunga Rampai Tesis/Disertasi Program Beasiswa SPIRIT, Tema:
Sosial dan Politik ini merupakan buku keempat dari sembilan buku yang akan
diterbitkan pada tahun 2017, sebagai salah satu upaya mendiseminasikan karya
tulis ilmiah yang telah diselesaikan oleh karyasiswa penerima beasiswa SPIRIT.
Materi tesis/disertasi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Ilmu-Ilmu Ekonomi,
Ilmu-Ilmu Sosial, dan Ilmu-Ilmu Alam dan Interdisiplin. Dasar pembagiannya
adalah disiplin keilmuan (tree of science) serta keseimbangan jumlah materi
tesis/ disertasi yang ada.

Tujuan dari penerbitan serial buku ini, pertama, menyebarluaskan hasil-
hasil penelitian tesis/disertasi, agar dapat direplikasi atau diadopsi di tempat
kerja karyasiswa; kedua, sebagai benchmark pemanfaatannya di instansi
pemerintah ain; dan ketiga, merupakan bagian dari upaya mendokumentasikan



kegiatan SPIRIT, dalam bentuk terbitan ilmiah buku ber-ISBN sehingga dapat
disebutkan oleh karyasiswa dalam resume masing-masing. Versi cetak serial
buku ini dapat diakses secara online www.pusbindiklatren. bappenas.go.id

Serial buku ini diharapkan dapat menggambarkan manfaat dan
kontribusi positif Program SPIRIT terhadap peningkatan kapasitas SDM
sebagai participating agencies, baik dari sisi keterampilan teknis, manajerial,
dan kepemimpinan aparat pemerintah, dan dalam melaksanakan reformasi
birokrasi di instansi masing-masing. Program SPIRIT juga diharapkan dapat
berkontribusi bagi pencapaian sasaran prioritas nasional dalam meningkatkan
kinerja instansi pemerintah yang ditandai dengan berkurangnya praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
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ABSTRACT

By comparing popular uprisings in Egypt (2011) and Indonesia (1998), this thesis
seeks to answer the question: what conditions made the transition to democracy
successful in Indonesia, while failing in Egypt? This thesis argues that, while
there are superficial similarities between Indonesia and Egypt, such as Cold War
background, oppressive military-backed regimes, civil society limitations, and
Muslim majority populations, distinctive structural and historical factors in each
country have clearly shaped the different fates of their respective transitions
to democracy. Detailed analysis shows that both countries were experiencing
extremely different conditions when their sudden transitions occurred. Even
though they shared prolonged authoritarian rule against the background of
Cold War, Egypt and Indonesia had divergent experiences in post-Cold War
world politics.

Egyptwas at the forefront of the Cold War, driven by the twin rationales of
maintaining peace with Israel and ensuring Arab oil stability. For these reasons,
regime change in Egypt would not necessarily mean democratisation, but rather
a reproduction of authoritarianism, an anomaly in post-Cold War world politics.
By contrast, Indonesia was seen as an abandoned Cold War battlefield where
the rationale for supporting authoritarian leaders lost potency. Domestically,
the Egyptian military remained strong enough to weather the collapse of the
Mubarak regime and then actively move against its unpopular successor,
while the Indonesian armed forces, weak and under-funded under Suharto’s
New Order, used the opportunity provided by Suharto’s sudden fall to officially
detach itself from Indonesian daily politics and resume their primary function:
defence.

Moreover, therole of Islamiccivilsocietyinthe democratisation processes
in these two countries, especially during the last decade or so, is significant. The
absence of reliable Islamic civil society during the last years of Mubarak’s rule
contributed to the debacle of Egypt's transition to democracy as well as to the
maturity of the Muslim Brotherhood'’s leadership post-Mubarak. Conversely,
the roles of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah—the largest Muslim
organisations in Indonesia— were significant in transition to democracy. While
the post-Mubarak Egyptian election demonstrated extreme polarization which
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threatened democracy, in Indonesia the ideological differences between
Islamist and secular parties have been steadily diminishing.
Keywords: Indonesia,

SPIRIT
Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions



ABSTRAK

Dengan membandingkan pemberontakan populer di Mesir (2011) dan Indonesia
(1998), tesis ini berusaha menjawab pertanyaan: kondisi apa yang membuat
transisi menuju demokrasi berhasil di Indonesia, sementara gagal di Mesir?
Tesis ini berpendapat bahwa, walaupun ada kesamaan yang dangkal antara
Indonesia dan Mesir, seperti latar belakang Perang Dingin, rezim pendukung
militer yang tertindas, keterbatasan masyarakat sipil, dan populasi mayoritas
Muslim, faktor struktural dan historis yang khas di setiap negara telah jelas
membentuk nasib yang berbeda. transisi masing-masing untuk demokrasi.
Analisis terperinci menunjukkan bahwa kedua negara mengalami kondisi
yang sangat berbeda ketika transisi tiba-tiba mereka terjadi. Meskipun mereka
memiliki peraturan otoriter berkepanjangan dengan latar belakang Perang
Dingin, Mesir dan Indonesia memiliki pengalaman yang berbeda dalam politik
dunia pasca-Perang Dingin. Mesir berada di garis depan Perang Dingin,
didorong oleh alasan kembar untuk menjaga perdamaian dengan Israel dan
memastikan stabilitas minyak Arab. Untuk alasan ini, perubahan rezim di Mesir
tidak akan berarti demokratisasi, melainkan reproduksi otoritarianisme, sebuah
anomali dalam politik dunia pasca-Perang Dingin. Sebaliknya, Indonesia
dipandang sebagai medan perang dingin yang ditinggalkan dimana alasan
untuk mendukung para pemimpin otoriter kehilangan potensi. Di dalam negeri,
militer Mesir tetap cukup kuat untuk mengatasi keruntuhan rezim Mubarak dan
kemudian secara aktif bergerak melawan penggantingya yang tidak populer,
sementara angkatan bersenjata Indonesia, yang lemah dan kurang didanai
di bawah Orde Baru Suharto, menggunakan kesempatan yang diberikan
oleh jatuhnya Suharto tiba-tiba ke secara resmi melepaskan diri dari politik
sehari-hari Indonesia dan melanjutkan fungsi utama mereka: pertahanan.
Apalagi, peran masyarakat sipil Islam dalam proses demokratisasi di kedua
negara ini, terutama dalam dekade terakhir ini, cukup signifikan. Tidak adanya
masyarakat sipil Islam yang andal selama tahun-tahun terakhir pemerintahan
Mubarak memberi kontribusi pada bencana transisi Mesir menuju demokrasi
dan juga kematangan kepemimpinan kaum Ikhwanul Muslimin pasca
Mubarak. Sebaliknya, peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah -
organisasi Muslim terbesar di Indonesia - signifikan dalam transisi menuju
demokrasi. Sementara pemilihan Mesir pasca Mubarak menunjukkan
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polarisasi ekstrem yang mengancam demokrasi, di Indonesia, perbedaan
ideologis antara partai Islam dan partai sekuler telah semakin berkurang.

Kata kunci: indonesia,
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The Egyptian military’s response towards Egypt's first democratically
elected President in July 2013 not only generated semantic arguments about
the difference between a ‘coup’ and a ‘military intervention, but it also clearly
marked the failure of Egypt's two-year attempt to achieve a transition to
democracy following 2011's mass uprising against authoritarian rule (Black,
2013; Brown, 2013). Even, MacQueen (2013) acknowledged that the ‘Arab Spring’
came at the end of a period characterised in the Middle East by the stability of
authoritarian regimes.

Many studies consider the Middle East anomalous among world
democratization trends as almost all states endure authoritarian regimes as
though believing that the seed of democracy cannot grow in these stony and
dehydrated regions. Lipset (1994) claimed: ‘Moslem (particularly Arab) states
have not taken part in the third wave of democratization... Growth of democracy
in the near future in most of these countries is doubtful’ (Lipset, 1994, p.6).
At the same time, while democratic waves rolled through East Asia, Eastern
Europe, Latin America and sub-Saharan Africa throughout the 1980s, most of
the Arab autocrats survived. Even Iran and Turkey experienced remarkable
political change in that time, with a political struggle in Iran and a quasi-Islamist
party establishing a democratic system in secular Turkey (Gause, 2011). For
that reason, Mubarak’s overthrow was one of the most momentous democratic
developments of the early twenty-first century (Brownlee, 2012), while post-
Mubarak uprisings and political uncertainty have resulted in Egypt's reproducing
authoritarianism and strengthening the military’s controlin Egyptian politics.
This has generally reaffirmed the view that democracy is incompatible with
Islamic values and with a populous Muslim society. It is often claimed that
democracy has no ‘natural’ roots in the Middle East, or in the Islamic world
generally; hence, the growth of democratic institutions in such stony soil cannot
and should not be expected.

By contrast, in Indonesia—the largest Muslim country—mass protests
in 1998 opened a political space for moderate opposition elites to craft a new
democracy (Carnegie, 2010). While it has structural flaws, Indonesia’s democratic
transformation has been widely lauded as successful, and even cited as an
international model. Over the past decade, Indonesia has increasingly been
called the world's third-largest democracy after India and the United States.
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The resignation of President Suharto, after 32 years in power following the
monetary crises in May 1998, brought the introduction of ‘liberal’ and multi-
party democracy: a parliamentary general election in 1999, followed by
parliamentary and direct presidential elections in 2004, 2009, and 2014.

By the same token, many scholars identify not only striking similarities
between Egypt in 2011 and Indonesia in 1998, but also close affinities between
the countries. First, the military support authoritarian regimes in both countries.
Much like Egypt's Commander Mubarak, Indonesia’'s General Suharto was
the supreme leader of a large, Muslim-majority, secular, wildly corrupt, and
authoritarian state, with strong support from the military (Mercury, 2013).

Second, both authoritarian leaders were forced to step down, after ruling
for more than three decades, due to popular uprisings in Egypt's 25 January
2011 Revolution and Indonesian Reformasi (reform) 1998. As in Egypt, a popular
uprising in Indonesia arose because of poor representation of the people, a
well-orchestrated, fraudulent election, and the absence of strong Islamic civil
society. The fall of Egypt’'s Mubarak, in contrast to that of Indonesia’s Suharto,
arose from a revolutionary mass uprising rather than from a deliberate strategy
of opposition.

Whilst the ‘old opposition’ did not engineer Mubarak’'s fall, his
authoritarian regime lost control of opposition movements working for
change (Albrecht, 2013; Brownlee, 2012). Third, as populous Muslim countries,
Indonesia and Egypt share the Islamic idealism that was barely tolerated, even
suppressed, under those authoritarian regimes. After the demise of authoritarian
leaders in Egypt and Indonesia, there were protracted and bloody sectarian
clashes between Muslims and Christians. The emergence of radical and violent
Islamist groups bent on terrorism took place against the backdrop of economic
depression and political uncertainty (Mercury, 2013).

Recognising that preconditions for the transition to democracy were
similar in these countries, this thesis seeks to examine those preconditions by
comparing the two Muslim-majority countries. Focussing on Egypt, the most
populous Muslim-majority country in the Arabic-speaking world, and Indonesia,
the most populous Muslim-majority country in the world, the thesis seeks to
identify some of the critical factors contributing to the success or failure of
democratisation in these countries.

SPIRIT
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The thesis is especially concerned with the way in which similarities—

such as Cold War contexts, military-backed authoritarianism, and civil society
limitations—influenced the transitions to democracy spurred by popular
uprisings in Egypt (2011) and Indonesia (1998); however, it should be noted in
advance that this research will not discuss whether the July 2013 coup d'état in
Egypt was just or not rather it will focus on conditions affecting the fate of the
transition to democracy process.
In order to provide a systematic account, the investigation not only probes
recent political strategies adopted by relevant players, but also analyses
historical and ideational issues. Accordingly, it endeavours to pay due attention
to the historical development of, and conflict between, the nationalist-secular
and nationalist-Islam identities in order to explore how the polarization of these
two influential currents affected national unity and democracy throughout the
post-authoritarian era.

In order to keep the research sufficiently focussed and systematic,
the study proposes to work on the following hypothesis to guide the research
questions: even though there are many common factors behind the transitions
to democracy in Indonesia and Egypt, as noted above, those common factors
are in fact largely superficial. The study explains why the popular uprising in
Egypt had a very different outcome to that of Indonesia.

For instance, the remarkable persistence of Cold War influences in
Egypt during 2011 and after, which had generally faded away in Indonesia by
1998, should be noted. Consequently, it was difficult to identify an open and
resilient civil society operating as an important driver during the transition
to democracy in the Egyptian Revolution 2011 in contrast to the Indonesian
experience of transition to democracy. The context shaping culture is a vital
factor distinguishing processes and outcomes in each country.

The thesis seeks to test and verify these hypotheses by analysing the
conditions that made for success in the transition to democracy in Indonesia, and
failure in Egypt. To observe how the conditions compare during the respective
transitionstodemocracyin Egypt, themostpopulousArabcountry,andindonesia,
the most populous Muslim country, this thesis employs a qualitative case study
methodology. Despite there may be different temporal and geographical foci,
there are certain objective ‘preconditions’ for the establishmentand maintenance
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of democracy—the ‘agents’ of democratisation—while external factors help to
promote democratic transitions.

With this methodology, the study began with a literature search on Cold
War contexts, authoritarian military regimes, civil society, and political Islam
in both countries. This thesis uses qualitative research methodology for data
collection, processing and analysis. Qualitative research stresses the ‘causes-
of-effects’ (Mahoney, 2010) in order to describe variation in a phenomenon,
situation and issue (Kumar, 2005). Data collection techniques involve literature
searches to prepare analytical tools for observing the correlation between
research variables.

The rest of the thesis is organized in the following way: the second
chapter critically examines various understandings and definitions of some
conceptual frameworks to be used in the analysis, such as the Cold War, military-
backed authoritarianism, and Islamic civil society; chapter three examines Cold
War contexts and the authoritarian, military-backed regimes in both Egypt and
Indonesia; chapters four and five elaborate civil Islam’s contribution during
the transition to democracy in Indonesia and Egypt respectively; and the last
chapter concludes with a summary of the main findings and discussion of the
implications of the study.

Civil Islam and the Transition to Democracy in Egypt

Reliable civil society contributions are crucial in any transition to democracy
from authoritarian rule. In the Egyptian context, however, structural factors
created conditions in which state-centric authoritarian rule provided limited
room for a robust civil society. As a result, Islamic civil society, represented by
the Muslim Brotherhood and al-Azhar, remained weak, if not clandestine, before
the uprising.

Considered as a source of trouble for every Egyptian ruler, the Muslim
Brotherhood was treated as an outlawed and underground organisation.
Persevering in their view of ‘Islam as sole solution, the Brotherhood was forced
to disappear from the Egyptian political arena and withdraw from the democracy
debate as well as daily state affairs. The rigid nature of the ideology and activism
of the Brotherhood in Egypt made it a poor partner for a democracy. Whilst
al-Azhar, since recouping its autonomy in 2012 after more than half a century,

SPIRIT
Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions



10

persisted in its role as status quo defender - it endorsed the coup against the
first democratically elected Egyptian that spelled the end of Egypt’s two-year
attempt at democracy.

Despite being a vibrant and durable influence on society’'s networks,
even Islamic civil society did not participate in engineering Mubarak's fall. Due
to tough authoritarian repression, their absence in the final year of Mubarak's
regime made its contribution to civility questionable during the transition to
democracy. Eventually taking the helm, Islamists were arguably too immature
to successfully lead a transition to democracy during the turbulent days.

Civil Islam and the Transition to Democracy in Indonesia

In the Indonesian experience, Muslim-based civil society has a long history,
dating from the colonialera, inactively contributing during the formative period of
nationhood and statehood in Indonesia. The powerful movement fora democratic
Muslim politic took shape in the final years of Suharto’s authoritarianism. In
Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization, Hefner
(2005) interestingly argued that a tolerant and participatory civil society is not
enough to make a transition from an authoritarian regime to work; it also needs
partners as democratic actors to work synergistically across the state-society,
rather than against society’s civil currents. In alliance with secular Muslims and
non-Muslims, the movement nevertheless succeeded in May 1998 in toppling
the long-lasting Suharto.

In 1998, with a transition from authoritarian rule underway, Indonesia
also experienced a burgeoning of political Islam. As the world’'s most populous
Muslim nation, this raised concerns about mainstream Islamist ascendancy;
yet, a decade later, Indonesia seems to have accommodated a diversity of
Islamic political expression (Hefner, 2011). While Islamist political parties do
exist, simple dichotomies appear ill-suited to Indonesia. The majority of Islamic
involvement in electoral politics remains of a moderate kind and very far from
being associated with the institution of an Islamist state. In fact, the 2004, 2009,
and 2014 election results suggest that this moderation is the predominant
electoral norm, with a majority of Muslims more interested in a democratic
nation-state.
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Islamic civil society amid the transition to democracy

As well as testing and verifying a hypothesis on military-backed authoritarian
regimes and Cold War contexts, this thesis investigated the empirical impact
of substantial contributions by Islamic leaders and Islamic civil society
movements on the process of democratisation in Indonesia and Egypt under
dictatorships until the onset of uprisings. To this end, the thesis examined the
historical evolution of Islamic political principles and the contemporary political
developments and structures in Egypt and Indonesia throughout the post-
independence era. The role of Islamic political actors and forces in facilitating
or hindering the democratisation processes in these two countries, especially
during the last decade or so, was the primary focus of the thesis.

The deep involvement of religious leaders and mass religious
organisations throughout Indonesian history showed that Islamic civil society
has an essential role in Indonesian nation and state building. In particular,
the thesis discussed the development and evolution of the Indonesian
Islamist agenda (the philosophical basis of the state and sharia). After the
first generation of Muslim intellectuals represented by the Masyumi Party
struggled for an Islamic democratic state, the Suharto dictatorship cultivated
a more accommodative and conciliatory attitude among Muslim intellectuals
towards Pancasila that was previously perceived as ‘anti- Moslem!

Political Islam in Indonesia enjoyed a good relationship with the Suharto
regime during its last years in power. The acceptance by Nahdlatul Ulama (NU)
and Muhammadiyah—the largest civil Muslim organizations—of Pancasila as
an open ideology heralded a new era of opportunity for Muslims to contribute
their ideas and preferences to enrich understanding and implementation of
Pancasila. In the last years of Suharto, a trustworthy atmosphere built between
the state and civil Islam in Indonesia, allowing Islamic organisations and their
leaders to engage more deeply in the decision-making process at the national
level as well as to embrace a re-flowering of cultural Islam. In other words, civil
Islam in Indonesia has become a good partner in democracy for the state on
broader Indonesian civility.

After the fall of Suharto, Indonesia’s Islamic civil society was more
complete, with good cooperation between NU and Muhammadiyah—two major
Muslim organizations which were formerly hostile towards each other. This
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is evidenced by the respectful cooperation between Abdurahman Wahid (NU
leader) and Amien Rais (Muhammadiyah leader) as well as urban independent
Muslim scholar Nurcholish Madjid, acting as champions of the progressive
reform forces as well as of civil Islam.

With a transition from authoritarian rule underway, Indonesia also
experienced a burgeoning of political Islam, yet a decade later Indonesia seems
to have accommodated a diversity of Islamic political expression. While Islamist
political parties do exist, simple dichotomies appear ill-suited to Indonesia. By
the same token, Indonesian political Islam is no longer equivalent to Islamist
aspiration, but characterized rather by a diversity and pragmatism different
from the liberal democracy period in the 1950s. As Huntington (1991: 263)
rightly points out, these developments take time, that is, at least two successful
elections and one transfer of power from incumbent to opposition. In fact, the
last four post-Suharto election results suggest that this moderation is the
predominant electoral norm, with a majority of Muslims more interested in a
democratic nation-state. While the democratic transition is challenged by a
resurgence of hard-line groups, the Muhammadiyah and NU remain pillars of
Islamic moderation and civic-pluralism.

In contrast, this thesis finds that Egypt tells a different story in relation
to Muslim organisations in terms of involvement in state affairs. The dynamic of
Egyptian authoritarianism meant Islamic civil society lost many opportunities to
be directly involved in state affairs, though its contribution during the formative
years of the Egyptian republic should not be underestimated. The banning of
the Muslim Brotherhood and Masyumi persisted under Egypt’'s post-Nasserist
regimes of Sadat and Mubarak as well as throughout Indonesia’'s New Order
regime of Suharto; however, structural factors prevailing in Egypt created the
state-centric conditions that provided limited room for a robust civil society. As
a result, Islamic civil society, represented by the Muslim Brotherhood and al-
Azhar, remained weak if not clandestine until the onset of the uprising.

Absent from initial formulation of the January 25, 2011 Revolution, the
Muslim Brotherhood regained its momentum in the Egyptian political arena by
establishing the Freedom and Justice Party (FJP) that won 37.5% of all seats
in the country’s lower house of parliament, and won the presidency. From an
historical perspective, the rise of Islamist parties in Egypt was helped by the fact
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that they were oppressed and became a symbol of ‘real’ opposition before the
Arab Spring (Burhani, 2014). Although the movement maintained the expression
of its Islamic identity through its distinctive slogan ‘Islam is the Solution, the
Brotherhood's party accepted political pluralism. Nonetheless, fears of an
Islamist takeover have not materialized. President Morsi acted more like a
status quo president than a revolutionary and the FJP have been domesticated,
co-opted by political and electoral engagement.

Post-election Egypt was rapidly polarised between the Islamists, who did
not start the revolution yet were elected democratically, and the revolutionary
blocs comprising secularists, liberals, left-wingers and Copts. The golden
opportunity for the rise of civil Islam in Egypt post-Mubarak stalled because of
distrust between the Brotherhood's party and Salafi's party—the two largest
Islamic powers holding 65.3% of seats in the Egyptian parliament. Furthermore,
the absence of political experience during the last years of Mubarak affected the
capacity of the Islamist leadership to preside over the transition to democracy
process. Morsi and the FJP are considered to have been more concerned with
monopolising and exercising power than with pursuing the common good via an
inclusive and progressive economic and political vision.

Al-Azhar symbolizes the mainstream clergy and tends to be pro-
government. Since recoupingits autonomy after more than halfa centuryin 2012,
al-Azhar persisted in defending the status quo. After a long history of struggle
with the Brotherhood, it endorsed the coup against the first democratically-
elected Egyptian President, marking the failure of Egypt'’s two-year attempt at
democracy.

Finally, in comparing general features of both countries, structural and
historical factors should not be overlooked. Sharing an identical international
background, Egypt and Indonesia’s prolonged authoritarian rules were
supported for logistical reasons associated with the Cold War; however, Egypt
remain hampered by Cold War legacies, thus reproducing authoritarianism,
while the rationale for supporting authoritarian rule become irrelevant in
Indonesia—an abandoned battlefield. Correspondingly, in the midst of sudden
transition, the Egyptian military remained strong, dealing with a fragile and
despondent Islamic civil society. In contrast, the Indonesian military, from a
weak position, faced a robust and cooperative Islamic civil society, hence a good
partner in democracy for the state.
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Consequently, the general conclusion of this thesis must be that
even though there are superficial similarities between Indonesia and Egypt,
their situations are quite distinctive: structural and historical factors strongly
determined the different fates of transition to democracy in Indonesia and

Egypt.

Bunga Rampai Tesis/Disertasi



Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi
oleh Forest Stewardship Council pada
Produk Kayu di Dunia Internasional

Studi Kasus: Penerapan Standardisasi dan
Sertifikasi FSC di Rusia dan Brasil

Implementation of Standardization and
Sertification by Forest Stewardship
Council on Wood Products in the
International World

Case Study: Implementation of FSC
Standarization and Certification in Russia
and Brazil

Nama : Agatha Arvi Fembrianita

NIP : 198502262008082001

Instansi : BPK

Tahun Intake : 2014

Tingkat Beasiswa : Master Overseas

Program Studi : Pascasarjana Hubungan Internasional
Negara Studi . Indonesia

Universitas : Universitas Gadjah Mada



16

ABSTRAK

FSC adalah lembaga non-profit yang mendedikasikan organisasinya untuk
mempromosikan mengenai tanggung jawab pengelolaan hutan di dunia.
Sertifikasi yang dimiliki oleh FSC merupakan sertifikasi yang yang bersifat
sukarela. Peningkatan jumlah sertifikasi yang dikeluarkan oleh FSC setiap
tahunnya, terutama di Rusia dan Brasil menjadi latar belakang dari penelitian
ini. Sebagai sebuah organisasi non negara FSC mampu menerapkan aturan
mainnya menjadi standar yang digunakan di banyak negara dan mampu
menembus kedaulatan negara-negara tersebut. Dengan menggunakan konsep
rezim internasional dan structural power, penelitian ini akan melihat pengaruh
yang dimiliki oleh FSC sehingga mampu menerapkan standardnya di tingkat
Internasional dengan berfokus pada penerapan standarisasi dan sertifikasi
FSC di Rusia dan Brasil. Penelitian dalam tesis ini menghasilkan temuan
bahwa pertama, kepatuhan terhadap FSC tercipta karena insentif yang akan
diterima bagi pemegang sertifikasi. Kedua, FSC dapat menerapkan standar dan
sertifikasinya karena FSC memiliki struktur pengetahuan yang terdapat pada
prinsip dan kriteria FSC dan konsep High Conservation Value Forest. Struktur
pengetahuan merupakan kekuasaan, bagi siapa yang bisa membangun struktur
pengetahuan kepada orang lain dan mampu menciptakan kontrol atasnya maka
akan memperoleh struktur kekuasaan.

Kata Kunci: structural power, knowledge structure, FSC, rezim kehutanan
bukan negara, sertifikasi kayu.
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ABSTRACT

FSC is a non-profit organization which promoting the forest management
responsibilities in the world. Certification by FSCis a voluntary. The background
of this research is increasing the number of certifications issued by the FSC
year by year, especially in Russia and Brazil. As a non-state organization FSC
is capable to apply the rules became the standard in many countries and
break through the sovereignty of those countries. By using the concept of
international regimes and structural power, this research will observe about the
influence of FSC when applying its standard at international level by focusing
on the implementation of FSC's standardization and certification in Russia and
Brazil. This research is came up with several finding. First, compliance with
FSC created by the incentives that will be granted for the certification holders.
Second, FSC's standards and certification can be implemented because FSC
have knowledge structure which contained in the principles and criteria of the
FSC and High Conservation Value Forest's concept. The knowledge structure is
power, for anyone who can build and create the knowledge structure to others,
they will gain control of the power structure.

Keywords: Structural power, knowledge structure, FSC, forest private
regime, timber certification, forest certification
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Perdagangan global adalah isu yang paling hangat saat ini. Negara-negara
berlomba dalam melakukan perdagangan di dunia internasional. Kebutuhan
terhadap barang dan jasa yang tidak dapat penuhi pada suatu negara membuat
perdagangan semakin mengglobal. Globalisasi ekonomi dan perdagangan ini
juga ditopang oleh ketersediaan infrastuktur yang memungkinkan dilakukannya
perdagangan lintas batas negara dalam waktu yang relative cepat. Perdagangan
jarak jauh sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang selama ratusan tahun,
namun perdagangan global yang pertama kali baru dilakukan pada abad ke-19.
Gelombang pertama globalisasi ini dikendalikan oleh interaksi antara perubahan
teknologi dan politik. Perubahan teknologi dalam hal ini adalah dengan adanya
penemuan mesin uap dan mesin telegraf. Sejarah awal perdagangan global
tersebut menjadi tonggak dalam perdagangan bebas saat ini.

Dengan semakin intensifnya perdagangan yang dilakukan antar
negara di dunia ini, memunculkan kesepakatan untuk membuat standard-
standard pada barang yang diperdagangkan. Standard tersebut diterapkan
guna menyederhanakan produksi, memperluas pasar dan juga jaminan bagi
konsumen pada produk yang dibelinya.

Sertifikasi pada produk hasil hutan seperti kayu merupakan bentuk
sertifikasi yang menjadi jaminan atas sebuah produk bagi konsumennya.
Sertifikasi ini muncul sebagai sebuah respon pada meningkatnya perhatian
internasional pada degradasi hutan secara global, terlebih pada penebangan
hutan yang dilakukan secara ilegal. Kekuatiran tersebut menimbulkan semakin
maraknya sertifikasi hutan dan kayu yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga
standarisasi kehutanan dan produk hasil hutan.

Salah satu sertifikasi untuk produk yang berbahan dasar kayu adalah
sertifikasi yang dikeluarkan oleh Forest Stewardship Council (FSC). FSC adalah
lembaga non-profityang mendedikasikan organisasinya untuk mempromosikan
tanggung jawab pengelolaan hutan didunia. Sertifikasiini merupakan sertifikasi
yang yang bersifat sukarela dan merupakan bentuk jaminan bahwa pemilik
usaha yang menggunakan bahan dasar kayu, seperti pengusaha furnitur telah
memenuhi standard-standard yang ditetapkan oleh organisasi ini. Standard-
standard yang ditetapkan berupa standard eco-labelling dan terutama asal-
usul kayu yang digunakan. Aturan main yang dimiliki oleh FSC ini diakui oleh
dunia internasional sehingga banyak pembeli yang berasal dari mancanegara
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terutama dari wilayah Amerika Utara dan Uni Eropa mensyaratkan sertifikasi
FSC ini dalam perdagangan kayu dan produk turunannya.

Sertifikasi pertama yang dikeluarkan FSC pada awal pendiriannya
adalah sertifikasi pengelolaan hutan di Mexico dan sertifikasi lacak balak untuk
area Amerika Serikat pada tahun 1993. Jumlah sertifikasi terus meningkat
setiap tahunnya, hingga pada tahun 1998 sejumlah 10 juta hektar hutan telah
tersertifikasi oleh FSC. Peningkatan signifikan pengguna sertifikasi oleh FSC
juga meningkat terutama pada tahun 2003. Pada tahun ini, sebanyak 20.000
produk bersertifikat FSC berada di pasar dunia dan 40 juta hektar area juga telah
tersertifikasi FSC. Pada tahun 2008, jumlah sertifikasi FSC kembali meningkat,
hingga pada tahun ini lebih dari 100 juta hektar area telah tersertifikasi oleh
Prinsip dan Kriteria FSC yang terdistribusi lebih dari 79 negara. Hingga pada
tahun 2015, telah lebih dari 29.000 sertifikat lacak balak telah dikeluarkan oleh
FSC dan lebih dari 1300 sertifikat pengelolaan hutan dengan luas total area
184.798.917 hektar hutan diseluruh dunia telah dikeluarkan.

Sebagai negara produksi kayu di dunia, sertifikasi FSC banyak digunakan
di Brasil dan Rusia. Rusia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai
negara yang banyak menggunakan standarisasi dan sertifikasi FSC. Pada tahun
2015 jumlah area di Rusia yang telah tersertifikasi FSC sebesar 3.872.897 Ha
dengan jumlah sertifikasi 120. Sedangkan Brasil, menjadi negara di Amerika
Latin yang memiliki jumlah area yang telah tersertifikasi sebesar 6.559.085 Ha
dengan jumlah sertifikasi 106. Di Amerika Latin, Brasil termasuk negara yang
memiliki area tersertifikasi FSC paling Luas. Jumlah perusahaan kayu yang
menggunakan sertifikasi FSC pun terus meningkat di kedua negara tersebut
setiap tahunnya.

Peningkatan jumlah sertifikasi yang dikeluarkan oleh FSC setiap
tahunnya, terutama di Rusia dan Brasil menjadi latar belakang dari penelitian
ini. Sebagai sebuah organisasi non negara FSC mampu menerapkan aturan
mainnya menjadi standar yang digunakan di banyak negara dan mampu
menembus kedaulatan negara-negara tersebut. Dengan menggunakan konsep
rezim internasional dan structural power, penelitian ini akan melihat pengaruh
yang dimiliki oleh FSC sehingga mampu menerapkan standardnya di tingkat
Internasional dengan studi kasus penerapan standarisasi dan sertifikasi FSC di
Rusia dan Brasil.
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Pada tulisan ini mengambarkan mengenai peran penting ahli ilmiah
dalam proses mempengaruhi dan mempromosikan HACCP melalui keterlibatan
para ahli itu dalam setiap arena dimana pedoman HACCP tersebut dibuat.
Mereka disalurkan ke dalam suatu proses yang berkesinambungan dari
penyempurnaan dari konsep, mempertahankan dominasinya.

Berkaitan dengan tulisan diatas, penelitian ini juga berupaya untuk
menyajikan analisis tentang kekuatan di balik organisasi FSC sebagai pembuat
standard produk berbahan dasar kayu sehingga standard-standard tersebut
dapat digunakan dan diterapkan di seluruh dunia terutama di Rusia dan Brasil.
Berdasarkan latar belakang dan literatur reviu yang telah diuraikan diatas,
dan dengan menggunakan studi kasus pada negara Rusia dan Brasil maka
penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa
aturan main Forest Stewardship Council menjadi standard dalam perdagangan
kayu international?

Struktur Pengetahuan dalam Standarisasi Produk Kayu oleh FSC

FSC bertindak sebagai broker pengetahuan dan norma bagi pelbagai macam
aktor yang berbeda, ditengah kompleksnya permasalahan lingkungan dan
sosial. Rumusan pengelolaan hutan dan kayu muncul dalam bentuk prinsip
dan kriteria FSC yang akan menjadi induk bagi standard-standard yang akan
mengatur secara detil mengenai pengelolaan kehutanan dan produk kayu.
Selain prinsip dan kriteria pengelolaan hutan oleh FSC, FSC juga merumuskan
konsep High Conservation Value Forest (HCVF) yang merupakan implementasi
dari kriteria pada prinsip FSC ke 9. Konsep ini juga diterapkan secara luas di
tingkat internasional dalam pengelolaan hutan.

Pada tataran berikutnya adalah, How storage. “How Storage” akan
menjelaskan bagaimana gagasan mengenai pengelolaan hutan tersebut yang
dikemas dalam bentuk prinsip dan kriteria FSC dan konsep High Conservation
Value Forest dan disebarluaskan oleh FSC kepada negara-negara lain sehingga
gagasan itu menimbulkan kepatuhan dan merupakan suatu kebenaran yang
harus diikuti.

1. Prinsip dan Kriteria FSC merupakan pedoman umum yang disusun
FSC dan digunakan sebagai pedoman penilaian oleh pihak ketiga
atau badan sertifikasi. Seperti telah ditulis dalam bab Il, FSC memiliki
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10 Prinsip dan 70 Kriteria yang terbagi dalam 10 prinsip tersebut.
Prinsip dan Kriteria tersebut akan diturunkan dalam bentuk-
bentuk standard sebagai panduan dalam menilai produk kayu.
Produksi pengetahuan terutama mengacu pada proses penetapan
Prinsip dan Kriteria atau proses standard itu sendiri. FSC bersama-
sama menarik pelbagai ahli dan praktisi untuk mengembangkan
standard kehutanan nasional, regional, dan global yang merupakan
sumber informasi yang unik. Sebaliknya, proses penyebaran informasi
meliputi pengetahuan yang dihasilkan oleh FSC dan pengetahuan
dari sumber lain seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO)
telah secara eksplisit dimasukkan ke dalam standard FSC tersebut.
Prinsip dan Kriteria FSC harus diaplikasikan pada unit pengelolaan
hutan sebelum sertifikasi FSC diberikan kepada pemohon. Prinsip dan
Kriteria yang dimiliki oleh FSC ini dapat diaplikasikan secara luas di
dunia dan relevan terhadap pelbagai jenis hutan, ekosistem, budaya,
sistem politik dan hukum yang berbeda. Karena Prinsip dan Kriteria
ini tidak secara spesifik terhadap suatu negara maupun daerah.
Prinsip dan Kriteria FSC tidak hanya mengatur mengenai kehutanan dan
vegetasinya melainkan juga mengatur mengenai kondisi yang ada disekitar
kehutanan danindustrinya seperti masyarakat adat dan hak-hak pekerja. Hal
tersebutmerupakankomitmendariFSCuntuk mendukungpengelolaanhutan
duniayangramahlingkungandanmenguntungkansecarasosialdanekonomis.
Kehadiran Prinsip dan Kriteria FSC sebagai basis dari segala standards
yang dimiliki oleh FSC, merupakan bentuk dari struktur pengetahuan yang
dimiliki oleh FSC dalam memperluas pengaruhnya sebagai rezim kehutanan.
Kedinamisan yang dimiliki oleh Prinsip dan Kriteria FSC sebagai panduan
dalam melakukan penilaian akan kondisi kehutanan menjadi monopoli bagi
FSC.
Dalam melakukan penilaian/audit hutan dan  menterjemahkan
prinsip dan kriteria yang dimiliki oleh FSC, dibutuhkan tenaga
yang memiliki  keahlian  khusus, seperti ahli  hutan, ahli
biologi, arkeologi, ahli lingkungan, dan beberapa ahli lainnya.
Prinsip dan Kriteria FSC juga menjadi acuan bagi Standard Nasional FSC.
Standard Nasional FSC merupakan standard yang disusun oleh Kelompok
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Kerja FSC di beberapa negara. Perbedaan utama dari Standard Nasional dan
Standard FSC adalah indikator muatan lokal berdasarkan situasi nasional
suatu negara. Penguasaan FSC akan prinsip dan kriteria dalam menilai
pengelolaan hutan dan legalitas kayu menjadi kekuatan FSC dalam
menerapkan struktur pengetahuan. Oleh karena itu, FSC juga melakukan
akreditasi pada lembaga-lembaga yang menerbitkan sertifikasi FSC.

3. Konsep High Conservation Value Forest
High Conservation Value Forest atau Kawasan Hutan Bernilai Konservasi
Tinggi merupakan konsep yang dibangun oleh FSC dan dipublikasikan
pada tahun 1999. Konsep ini telah diadopsi di beberapa negara untuk
beberapa tujuan seperti, rencana dan advokasi sumber daya alam,
pemetaan, dan pembuatan kebijakan penggunaan lahan.
Konsep HCVF yang didisain dengan tujuan untuk membantu para
pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan
lingkungan hidup dalam kegiatan produksi kayu dengan menggunakan
pendekatan dua tahap, yaitu: 1) mengidentifikasikan areal-areal di dalam
atau di dekat suatu Unit Pengelolaan (UP) kayu yang mengandung nilai-
nilai sosial, budaya dan/atau ekologis yang luar biasa penting, dan 2)
menjalankan suatu sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin
pemeliharaan dan/atau peningkatan nilai-nilai tersebut.
Penggunaan konsep HCV di luar kerangka kerja FSC dipandang
banyak pengamat sebagai membawa banyak risiko, karena proses HCV
dalam bentuknya yang kini tidak memiliki pengamanan-pengamanan
sosial, legal dan persyaratan yang ada di dalam sistem FSC.1230leh
karena itu dalam menetapkan suatu wilayah merupakan HCVF, sebuah
negara perlu untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang berafiliasi
dengan FSC seperti LSM-LSM yang menjadi anggota FSC.

Kesimpulan

Globalisasi menimbulkan semakin meningkatnya interaksi yang terjadi
antar warga dunia, terutama interaksi ekonomi seprti perdagangan. Semakin
intensifnya perdagangan yang dilakukan antar negara membuat munculnya
pelbagai kesepakatan mengenai standard- standard pada barang yang
diperdagangkan. Standard tersebut diterapkan guna menyederhanakan
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produksi, memperluas pasar dan jaminan bagi konsumen pada produk yang
dibelinya. Salah satu standarisasi tersebit adalah standarisasi pada produk
kayu.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: pertama, isu
deforestasi dan kerusakan lingkungan telah mendapatkan perhatian sejak
tahun 1970an. Sertifikasi pengelola hutan dan produk kayu muncul sebagai
respons terhadap meningkatnya perhatian internasional pada deforestasi
global dan upaya berkepanjangan dalam kerjasama antar pemerintah untuk
mengembangkan perjanjian yang mengikat secara hukum pada hutan.
Kegagalan ITTO dalam melakukan penanganan yang efektif mengenai
permasalahan deforestasi yang dipicu kurangnya tindakan yang dipimpin oleh
kelompok lingkungan dan beberapa negara maju untuk mengadvokasi ide
mengenai konvensi hutan global yang mengikat secara hukum, membuat
kekecewaan dari kalangan LSM Lingkungan. Tidak hanya kegagalan ITTO,
penolakan sembilan proposal Global Forest Instrument oleh negara-negara
selatan karena dianggap akan mengancam kedaulatan mereka, juga menjadi
bagian dari gagalnya kesepakatan mengenai pengelolaan hutan.

Kegagalan rezim kehutanan global tersebut memicu munculnya FSC
sebagai sebuah rezim kehutanan global bukan negara. Sebagai sebuah rezim
bukan negara FSC mampu menembus kedaulatan sebuah negara. Karena
sifatnya yang sukarela, standarisasi FSC mampu menciptakan kepatuhan bagi
pemegang sertifikasinya. Kepatuhan tersebut tercipta karena insentif yang akan
diterima bagi pemegang sertifikasi. Insentif berupa keuntungan dan pasar yang
luas bagi produk kayu yang bersertifikat mampu menarik pengguna sertifikasi
patuh pada standard yang dimiliki oleh FSC. Ketidakpatuhan terhadap rezim
ini diatasi dengan tindakan tegas FSC terhadap produsen yang melanggar
standarisasi FSC yang telah disepakati. Dengan menggunakan strategi naming
and shaming, FSC akan melakukan pengumuman nama perusahaan yang
melakukan pelanggaran yang secara langsung akan mempengaruhi pasar dari
produk perusahaan tersebut.

Kedua, dalam perdagangan kayu internasional, masih banyak kayu
yang tidak bersertifikasi yang beredar dalam perdagangan tersebut. Dari
empat milyar hektar luas hutan yang ada di dunia, sekitar 10% atau sekitar
400 juta hektar saja yang telah tersertifikasi. Sertifikasi pada produk kayu
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tersebut menimbulkan ketimpangan dalam perdagangan. Ketimpangan
tersebut, membuat FSC melakukan affirmative action melalui LSM-LSM yang
mendukungnya, dengan melakukan kampanye dan tekanan terhadap produk-
produk yang belum tersertifikasi. Langkah yang dilakukannya ini mampu
memberikan keistimewaan bagi para pengguna sertifikasi.

Ketiga, dalam affirmative action yang dilakukan oleh FSC inilah
terkandung struktur pengetahuan yang akan memberikan pengaruh terhadap
penggunaan sertifikasi FSC. Implementasi struktur pengetahuan tersebut
terdapat pada Prinsip dan Kriteriayangdimilikioleh FSCsebagaibasis darisemua
standarisasi yang dimiliki oleh FSC. Dalam Prinsip dan Kriteria FSC terkandung
pelbagai unsur yang dapat mewakili pelbagai kepentingan seperti kepentingan
sosial, ekonomi dan yang utama adalah kelestarian lingkungan. Prinsip dan
Kriteria merupakan basis dari standarisasi-standarisasi yang disusun oleh FSC.
Kedinamisan prinsip dan kriteria yang dimiliki oleh FSC mempermudah dalam
menerapkan aturan tersebut di seluruh dunia.

Struktur pengetahuan tersebut bekerja sehingga batas negara dapat
terlampaui oleh FSC ketika menerapkan standardnya terutama di Rusia dan
Brasil. Dalam mempengaruhi khalayak untuk menggunakan sertifikasinya,
FSC memerlukan waktu yang tidak singkat. Dalam beberapa upaya penerapan
standarisasinya, FSC membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga mampu
membuat pengelola hutan dan produsen yang menggunakan bahan baku hasil
hutan mau menggunakan sertifikasi FSC. Kedaulatan negara yang sebelumnya
menjadi hambatan dalam melakukan pencegahan deforestasi yang dilakukan
dalam kerjasama antar negara, tidak ditemui dalam sertifikasi FSC. FSC dapat
menembus kedaulatan negara Rusia dan Brasil dan mampu menerapkan
standarnya pada perusahaan-perusahaan pada kedua negara tersebut.

Implementasi struktur pengetahuan juga hadir dalam bentuk konsep
High Conservation Value Forest. Konsep ini merupakan konsep yang
dibangun oleh FSC dalam melakukan penilaian terhadap pengelolaan hutan.
Konsep ini telah diadopsi di beberapa negara untuk beberapa tujuan seperti,
rencana dan advokasi sumber daya alam, pemetaan, dan pembuatan kebijakan
terkait penggunaan lahan.

Keempat, Branding merupakan strategi FSC dalam menyebarluaskan
pengetahuan tentang pengelolaan hutan dan penilaian legalitas kayu. Dengan
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memiliki branding yang kuat, maka ketertarikan untuk menggunakan sertifikasi
FSC akan semakin kuat pula. Branding FSC hadir dalam bentuk logo dan tagline,
oleh karena itu penggunaan logo oleh pemegang sertifikasi FSC diatur dengan
jelas oleh FSC. Logo digunakan oleh pemegang sertifikasi sebagai label bahwa
produk kayu tersebut telah diverifikasi oleh FSC dan merupakan produk legal
dan aman. Dalam label FSC tersebut terkandung informasi mengenai jenis
sertifikasi dan kode lisensi sebagai identitas produk.

Kelima, LSM Lingkungan dan Ilmuwan atau epistemic community
adalah aktor penting penerapan standarisasi produk kayu oleh FSC di dunia
Internasional. Dalam proses mempengaruhi khalayak untuk menerapkan
standarisasi FSC dalam produk kayu, FSC menggandeng beberapa LSM
lingkungan yang memiliki reputasi internasional, seperti WWF, Rainforest
Alliance, dan Greenpeace. FSC juga menggandeng beberapa LSM lokal
yang ada di Rusia dan Brasil dalam upaya memberikan pengaruhnya dalam
menggunakan standarisasinya pada produk-produk kayu. Peran LSM tersebut
begitu besar bagi FSC dalam mendistribusikan informasi mengenai pentingnya
standarisasi FSC dalam produk-produk kayu sebagai bagian dari upaya untuk
menanggulangi deforestasi yang akan mengancam kelestarian lingkungan.
Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh ilmuwan dan ahli membuat
mereka mampu memberikan masukan mengenai kebijakan serta mempermudah
mereka mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan sertifikasi FSC bagi
produknya. Para ilmuwan yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki
pengetahuan tentu juga memiliki kontrol atas isi dalam standard tersebut.
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ABSTRACT

Thisresearchinvestigates the role of governmentin the development of National
System of Innovation (NSI) in Indonesia by observing from the effectiveness of
the current institutions and policies. The distinctive characteristics between NSI
in developed and developing countries lead to the different approach to manage
it. As a supporting element of NSI, R&D activities promote the interaction among
government, academic systems and firms. In addition, the R&D-intensive FDI is
identified as a one potential source of foreign knowledge that help bringing the
technologies and upgrading the local competencies. The reinforcement of NSI
is one of the government agendas to help accelerating the long-term target
of transforming Indonesia towards the innovation-driven country in 2025. The
changing in institutions and policies brought the huge impact of the evolution
of NSl in Indonesia. Programs and projects related to innovation, science and
technology were proposed by the government and gave the promising result
such as increasing the global innovation ranks and establishment of S&T Parks.
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ABSTRAK

Penelitian ini meneliti peran pemerintah dalam pengembangan Sistem Inovasi
Nasional (NSI) di Indonesia dengan memperhatikan efektivitas institusi dan
kebijakan saat ini. Karakteristik khas antara NSI di negara maju dan berkembang
menyebabkan pendekatan yang berbeda untuk mengelolanya. Sebagai elemen
pendukung kegiatan NSI, litbang mendorong interaksi antara pemerintah, sistem
akademik dan perusahaan. Sebagai tambahan, R & D-intensif PMA diidentifikasi
sebagai satu sumber pengetahuan asing yang potensial yang membantu
membawa teknologi dan meningkatkan kompetensilokal. Penguatan NSl adalah
salah satu agenda pemerintah untuk membantu mempercepat sasaran jangka
panjang untuk mengubah Indonesia menuju negara yang didorong inovasi pada
tahun 2025. Perubahan dalam institusi dan kebijakan membawa dampak besar
dari evolusi NSI di Indonesia. Program dan proyek yang terkait dengan inovasi,
sains dan teknologi diusulkan oleh pemerintah dan memberikan hasil yang
menjanjikan seperti meningkatkan peringkat inovasi global dan pendirian S &
T Parks.
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Knowledge has recently become an important factor in economic growth
and productivity. In a knowledge-based economy, countries are no longer
competing with each other using the endowment of natural resources or
cheap labour (Porter, 1990, 1998). In this type of economy (which is linked to
the innovation-driven economy), competitive advantage of one country is
measured by knowledge, technology and innovation (Tidd, Bessant, Pavitt,
2005). The investment in knowledge, technology and innovation will support
the economic growth in various ways such as through increasing productivity
and competitiveness (Ibid; Mansfield, 1984).
Since Indonesia sets a target to become developed country (with innovation as
a driver and high GDP) in 2025, as specified in its Long Term Development Plan
(Law 17, 2007), the National System of Innovation (NSI) is a pivotal element that
should be developed in order to accelerate that target. The government, hence,
plays an important role to strengthen the NSI; and one way to reinforce the
NSI is through attracting the R&D-intensive FDI. R&D-intensive FDI is invited to
come to Indonesia with the expectation to support the economy and innovation
system by transferring the knowledge, doing technological collaboration and
partnership with local business and also established the good interaction
among actors in NSI.

In the NSI, one element that helps to build the innovation system is
R&D whether it is conducted through public research or embedded in the firms.
Through the foreign direct investment (FDI), R&D by the MNCs becomes the
source of external knowledge for a host country. Theoretically, in the well-
functioned NSI (most likely in the case of developed countries), R&D conducted
by MNCs supports the interaction among other actors in NSI (i.e., government
and university), and accelerates the knowledge diffusion in the system
(Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993). The government accommodates
the supply demand of researchers or R&D personnel between the university
and MNCs. This interaction will surge the innovativeness of a country, and in the
long term it is expected to stimulate the local industries with gradually transfer
the knowledge with or without conscious (Lazonick, 2006).

Moreover, the roles of FDI in the innovation system are creating
employment, bringing the technology and knowledge and also as a source of
industrial capability advancement (Crescenzi et al, 2012; Ramirez et al, 2014).
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Despite those positive impacts, FDI may also harm and replace the local
industries that prone to be relatively small, weak, and technologically backward
(Blomstrom, 1991; Zilinske, 2010). The government here, therefore, plays an
important role to navigate, control, and coordinate through their related policies
and regulations in order to gain the benefit and prevent the negative impacts to
the country.
According to the background explained above, this research attempts to

answer the following questions:

What can government do to support the development of the National

Innovation System in Indonesia and help achieving the transformation

towards innovation-driven economy?

What are the roles of R&D-intensive FDI to benefit the NSl in Indonesia as a

developing country since it has a different approach to the NSl in developed

economies?

To what extend the government institutions and policies support the

evolution of the NSI in Indonesia?

Toanswerthese research questions, the secondary data will be collected
from various sources and will be analysed using exploratory and explanatory
approach.

This research uses the qualitative and quantitative secondary data
related to government of Indonesia policies, laws and reports; non-government
organisation research and reports namely UNCTAD, World Bank, OECD;
and previous relevant academic research that aim to answer the research
questions.

The qualitative data is non-numerical data such as words and pictures;
meanwhile quantitative data is related to the categorical and numerical data for
example statistics, graphs and ranks (Saunders, Lewis and Thornhill, 2009).

Government Institutions in NSI

Henceforth, besides the innovative firms, the successful innovation system is
also influenced by the effectiveness of the government institutions and their
innovation programs. There are some government institutions that have the
authority of managing the NSI. T the effectiveness and the influence to the NSI.
The discussion al